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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA 

PENGOLAHAN GARAM ILEGAL 

(Studi Putusan Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn.) 

 

Oleh 
FITRI WAHYUNI 

 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 

adalah pengolahan garam secara ilegal yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sukadana Nomor: Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn. Isu hukum dalam putusan ini 

adalah majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa,tetapi 

hanya pidana denda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

usaha pengolahan garam ilegal dalam Putusan Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn.? 

(2) Apakah putusan hakim terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal telah 

sesuai dengan keadilan substantif? 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim 

Pengadilan Negeri Sukadana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan 

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 

dua bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana pengolahan garam ilegal dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 137/Pid.B/2017/PN.Sdn terdiri dari 

pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan 

terdakwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Secara sosiologis yaitu hakim menilai melihat peristiwa yang melatar belakangi 

perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa 

sehari-harinya dalam masyarakat. Secara filosofis hakim menilai bahwa 

pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya 

tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. (2) 

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) subsider dua bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana pengolahan  

 

 



 

 

 

Fitri Wahyuni 
 

garam ilegal belum sesuai dengan keadilan substantif, karena tidak memberikan 

efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran kepada 

pelaku lainnya.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana 

pengolahan garam ilegal pada masa mendatang disarankan untuk dapat 

menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan 

sebagai pembelajaran bagi pihak lain (2) Pemerintah melalui instansi terkait 

disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap usaha olahan pangan dalam 

kemasan eceran yang dilakukan masyarakat khususnya di pedesaan dan 

meningkatkan sosialiasi mengenai perizinan dalam aktivitas usaha masyarakat.  

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhaan Pidana, Garam Ilegal 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum pidana memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat sebagai alat untuk 

menciptakan keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk 

menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan 

sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas 

keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud 

agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat. 

Pentingnya eksistensi hukum berkaitan dengan perkembangan zaman yang begitu 

cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh 

yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang 

negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal 

ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. 

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh 

berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, 

antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.  

 

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
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hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
1
 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 

adalah mengedarkan produk pangan tanpa surat izin edar, yang pada umumnya 

produk tersebut diperdagangkan dalam kemasan eceran. Pemerintah dalam rangka 

melindungi masyarakat atas peredaran pangan olahan yang memenuhi standar 

sehat, halal dan baik pada dasarnya telah memberlakukan berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait dengan masalah pangan. Diundangkannya berbagai 

peraturan perundang-undangan tersebut merupakan upaya yang ditempuh oleh 

pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen, khususnya untuk 

mendapatkan kebutuhan dasar berupa pangan, kesehatan dan kesejahteraan.  

 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan 

Olahan serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 00.05.52.4321 tentang 

Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan.  

 

Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan 

Olahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah 

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

                                                           
1
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7. 
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tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, 

pangan produk rekayasa genetik dan pangan iradiasi. Pangan olahan ini dikemas 

dengan berbagai sarana, baik dengan daun, kertas, botol, ataupun plastik. 

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau 

membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan atau tidak. 

 

Upaya untuk meningkatkan jaminan mutu produk maka produk harus melalui 

pengemasan akhir sebelum diperdagangkan dan wajib memberikan informasi 

label pada kemasannya. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang dimaksud dengan label 

pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, 

tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 

pangan. Sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

tujuan pemberian label pangan adalah untuk memberikan informasi yang benar 

dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum 

membeli dan/atau mengonsumsi pangan.  

 

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

menjelaskan bahwa suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai:  

a. nama produk; 

b. daftar bahan yang digunakan; 

c. berat bersih atau isi bersih; 

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 

e. halal bagi yang dipersyaratkan; 

f. tanggal dan kode produksi; 

g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; 

h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan 

i. asal usul bahan Pangan tertentu 
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Sesuai dengan ketentuan tersebut maka produsen sebagai pelaku usaha di bidang 

makanan kemasan harus melaksanakan ketentuan pencantuman label ini dan pada 

sisi lain pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka 

mendorong industri pangan olahan memenuhi persyaratan minimal informasi 

label seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, alamat 

produsen, tanggal produksi, informasi kadaluwarsa, dan nomor izin edar, minimal 

Surat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (SIP-IRT). Masyarakat berhak untuk 

memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang 

akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui label. Semakin 

konsumen mendapatkan banyak informasi mengenai produk, semakin ia selektif 

dalam menentukan keputusan pembelian. Pada akhirnya produsen yang dapat 

meningkatkan daya saing dan menjamin mutulah yang akan dipilih konsumen. 

 

Aspek penting yang harus dipenuhi oleh produsen pangan olahan adalah harus 

memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 tentang Pangan:  

(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang 

dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam 

kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.  

(2) Kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu 

yang diproduksi oleh industri rumah tangga. 

(3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki 

izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang 

diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah pidana 
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penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah). 

 

Salah satu tindak pidana bidang pangan dilakukan oleh Sukidi Bin Juli sebagai 

pelaku usaha pengolahan garam yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana 

Nomor: Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn. Majelis hakim dalam Putusan ini 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukidi bin Juli yang secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pangan 

olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. 

Terdakwa dijatuhi pidana yaitu pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.  

 

Isu hukum dalam putusan ini adalah majelis hakim tidak menjatuhkan pidana 

penjara terhadap terdakwa yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan 

tindak pidana tanpa izin mengedarkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri 

untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Majelis hakim hanya menjatuhkan 

pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahal ketentuan Pasal 

91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur pidana 

penjara terhadap perkara ini yaitu paling lama 2 (dua) tahun penjara. Sementara 

itu pada pihak lain, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 

terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 

10.000.000,00 (lima juta rupiah).  

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan 

pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan 
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putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya 

alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses 

peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.  

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada 

timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. 

Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan 

memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan 

terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 

berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya 

dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi 

kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan 

dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara 

tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan 

harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-

hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal 

maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.  

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: 

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 

Pelaku Usaha Pengolahan Garam Ilegal (Studi Putusan Nomor: 137/PID.B/2017/ 

PN.Sdn.) 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal dalam Putusan Nomor: 

137/PID.B/2017/PN.Sdn.? 

b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal telah 

sesuai dengan keadilan substantif? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal dalam 

Putusan Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Pengadilan Negeri Sukadana dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 

2018.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal dalam Putusan Nomor: 

137/PID.B/2017/PN.Sdn. 
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b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku usaha pengolahan garam 

ilegal berdasarkan rasa keadilan substantif 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang 

berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal  

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi 

masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum
2
. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101 
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a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui 

proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. 

Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, 

yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, 

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.  

 

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang 

mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim 

adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam 

perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada 

prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap 

telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga 
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ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang 

baik.
3
  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 4

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif. 

 

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah 

menyatakan penjatuhan pidana/sentencing oleh hakim adalah upaya yang sah 

yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada 

seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai 

                                                           
3
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.103. 
4
 Ibid, hlm.104. 
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hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu 

sendiri.
5
 

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum 

dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya
6
  

 

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus 

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga 

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan 

yuridis, sebagai berikut:  

1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan.  

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki 

perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa 

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga 

                                                           
5
 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68. 

6
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina  

 Aksara, 1993, hlm. 46 



12 

setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat 

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.  

3) Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
7
 

 

 

b. Teori Keadilan Substantif 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil
8
  

 

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada 

praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan 

menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan 

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap 

suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim 

terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator 

yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak 

terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan 

perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. 

Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang 

                                                           
7
 Sudarto. Op.Cit, hlm.67. 

8
 Ibid. hlm. 68 
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berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial 

selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-

prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin 

kepastian hukum.
9
 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
10

. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
11

  

                                                           
9
 Ibid hlm. 65 

10
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

11
 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
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b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh 

hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan 

suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat 

penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam 

undang-undang
12

 

c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh 

hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya 

dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.
13

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
14

 

e. Tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar menurut Pasal 91 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah perbuatan 

dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang 

dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam 

kemasan eceran, diatur dalam adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 

                                                           
12

 Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.112 
13

 Nikmah Rosidah, Op.Cit. hlm.68. 
14

 Moeljatno, Op.Cit, 1993. hlm. 54. 
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E.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah 

didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha pengolahan garam 

ilegal dalam Putusan Nomor: 137/PID.B/2017/PN.Sdn. dan putusan hakim 

terhadap pelaku usaha pengolahan garam ilegal telah sesuai dengan keadilan 

substantif 
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V. PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan 

untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna 

memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 

mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat 

berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. 

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, 

putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, 

kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta 

secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan.
15

 

                                                           
15

 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153 
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Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.
16

  

 

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa 

yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus 

dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan 

dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah: 

(1) Nomor Putusan 

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa) 

(3) Identitas Terdakwa  

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan) 

(5) Surat Dakwaan 

(6) Tuntutan Pidana 

(7) Pledooi 

(8) Fakta Hukum 

(9) Pertimbangan Hukum 

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan 

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana 

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa 

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman  

(14) Kualifikasi dan pemidanaan  

(15) Penentuan status barang bukti  

                                                           
16

 Ibid, hlm. 153 
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(16) Biaya perkara  

(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan 

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan  

 Penasehat Hukumnya  

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, 

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam 

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan 

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh 

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau 

bagi masyarakat pada umumnya. 

 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan 

merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi 

oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan 

pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.
17

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

                                                           
17
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rutinitas, kekurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan 

adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  

 

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

 

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 

hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila 

Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 

terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan 

merupakan suatu tindak pidana. 

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa
18

 

 

 

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan 

lepas, sebagai berikut: 

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

 

 

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 
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Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum 

pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang 

didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya 

ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat 

bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). 

Sedangkan, pada putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging), segala 

tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan 

jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, 

akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari 

pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana.
 
Berbeda halnya jika Pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) 

KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.
19

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi 

hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana 

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang 

pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang 

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang 

baik.  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 20
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Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan 

dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti 

yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.  

 

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan 

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). 

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan 

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara 

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)
21

 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh 
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hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat 

bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik.
22

  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada 

hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat 

mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) 

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 23

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Putusan 

yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak 

korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 
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Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan 

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada 

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor 

budaya, sosial dan ekonomi.  

 

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar 

pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?
24

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 

tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 
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aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-

pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan 

hakim menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) 

karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan 

pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis 

dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang 

timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 

 

Hakim menurut Barda Nawawi Arief
25

, dalam mengambil keputusan pada sidang 

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:  

a. Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

c. Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  
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d. Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas 

juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana 

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau 

bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus 

terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. 

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
26

 

 

 

C. Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
27

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
28 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak tindak pidana merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-
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undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.
 29

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
30

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

Moeljatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut 

Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 
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c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”. 
31

 

 

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
32

 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
33

 

 

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal 

yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak 

pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian 

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. 

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda ”straf” 

yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 
34
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Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

 

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang 

dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan orang yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. 
35

  

 

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-

unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang 

dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada 

diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan.
36
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Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud 

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

tindak pidana-tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.  

 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
37

 

 

 

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Mengedarkan Pangan Olahan Tanpa Izin 

Edar 

 

 

Dasar hukum tindak pidana tanpa izin mengedarkan pangan olahan yang dibuat di 

dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah Pasal 142 dan 

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:  
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a. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:  

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap 

setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk 

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  

 

b. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:  

1. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan 

yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan 

dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.  

2. Kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap Pangan Olahan 

tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. 

3. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki 

izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang 

diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus
38

  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari:  
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a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat 

mengikat, terdiri dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia.  

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia.  

(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

hukum primer, di antaranya: 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan 

(3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan  

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari 

berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai 

literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari 

internet. 
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C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana    : 2 orang 

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur  : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang + 

Jumlah        : 4 orang  

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.  
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider dua bulan kurungan terhadap 

pelaku tindak pidana pengolahan garam ilegal dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Sukadana Nomor: 137/Pid.B/2017/PN.Sdn terdiri dari pertimbangan 

yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 

142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara 

sosiologis yaitu hakim menilai melihat peristiwa yang melatar belakangi 

perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan 

terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Secara filosofis hakim menilai 

bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada 

pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap 

terdakwa.  

2. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) subsider dua bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana 

pengolahan garam ilegal belum sesuai dengan keadilan substantif, karena 

tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan 

pembelajaran kepada pelaku lainnya.  
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B. Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim yang menangani tindak pidana pengolahan garam ilegal pada masa 

mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga 

dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk 

tidak melakukan tindak pidana pengolahan garam ilegal.  

2. Pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap usaha olahan pangan dalam kemasan eceran yang 

dilakukan masyarakat khususnya di pedesaan dan meningkatkan sosialiasi 

mengenai perizinan dalam aktivitas usaha masyarakat.  
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